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Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Pengalihan secara dibawah tangan tetap dilakukan tanpa sepengetahuan pihak
bank “X” maka hal itu bertentangan dengan syarat sah perjanjian mengenai sebab yang
halal. Perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan antara debitur awal dengan debitur
pengganti perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mengikat bank “X”, karena perjanjian
tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja sehingga perjanjian
antara bank “X” dengan debitur awal tidak menjadi hapus.

Pengalihan KPR dari debitur awal kepada debitur pengganti yang dilakukan
secara dibawah tangan tanpa sepengetahuan bank “X” selaku kreditur, menyebabkan
perjanjian jual beli tersebut menjadi batal demi hukum. Karena objek perjanjian jual beli
tersebut merupakan rumah yang masih berada dalam agunan atau jaminan KPR di bank
“X”. Pengalihan tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga kewajiban debitur awal
mengenai pembayaran angsuran KPR tersebut tetap berjalan dan tidak hapus. Pengalihan
tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sebab yang
halal, hal tersebut terjadi karena sebab halal memiliki pengertian bahwa syarat objektif
perjanjian yang dibuat antara lain tidak boleh bertentangan dengan UU, sedangkan
dengan pengalihan oleh debitur lama kepada pengganti menyebabkan debitur lama
melanggar perjanjian. Sifat perjanjian KPR yang mengikat seperti UU bagi debitur dan
bank menyebabkan pengalihan oleh debitur dalam kasus ini seakan bertentangan dengan
isi perjanjian KPR yang berlaku sebagai UU bagi para pihak yang menyepakatinya,
sehingga melanggar kausa halal dalam 1320 dan perjanjian dibawah tangan antara debitur
awal dengan debitur pengganti yang tanpa izin pihak bank “X” untuk mengalihkan, maka

perjanjianya menjadi tidak sah.

5.2. Saran
Para pihak dalam perjanjian yaitu debitur dan kreditur selaku pihak yang
menyepakati isi perjanjian, seharusnya bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban
masing-masing pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati, sehingga jangan sampai

terjadinya suatu hal-hal yang menimbulkan masalah dalam perjanjian KPR tersebut;



1.

Perjanjian debitur awal dan debitur pengganti tidak sah, dan tidak
menyebabkan hapusnya perjanjian antara debitur awal dengan bank x, maka
debitur awal harus tetap mengikuti perjanjian yang sudah disepakati dengan
bank x. sehingga debitur awal tidak boleh melakukan pengalihan yang dapat
menyebabkan wanprestasi, jika terjadi wanprestasi bisa menyebabkan
debitur awal digugat oleh bank x.

Perikatan debitur awal dengan debitur pengganti tidak sah, maka debitur
pengganti harus melakukan kehati-hatian. Jangan mau melakukan
pengalihan tanpa sepengetahuan pihak bank, apalagi hanya dengan
membuat perjanjian dibawah tangan.

Perjanjian Kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan
debitor akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk
jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan dalam perjanjian
pinjam-meminjam jaminan merupakan pengamanan bagi kepastian
pelunasan hutang dan ini pun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan

itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja. (Jaminan bank)
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